BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 68 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun
2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Tata Cara
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dengan Peraturan
Bupati;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Pendidikan Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasiomal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4493), terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahunn 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundangt-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 5105)
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi 5157);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor

060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG TATA
CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang
bertanggung jawab di bidang Pendidikan.

6. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan
dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah,
dan Sekolah Menengah Kejuruan, bentuk lain yang
sederajat.

7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

8. Madrasah Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan
pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan
pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,
Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau
bentuk lain yang sederajat.

9. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan
Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SMP atau MTs.



10. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat
SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

(1)

(2)

BAB 1II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan menengah umum berfungsi :

a.

b.

o

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
kebangsaan dan cinta tanah air;

mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;

. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi

serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;

. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga,

baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun
prestasi; dan

meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi
dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pendidikan menengah kejuruan berfungsi :

a.

b.

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai
kebangsaan dan cinta tanah air;

membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan
para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi

serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;

. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga,

baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun
prestasi; dan

meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup
mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 3

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik
menjadi insan yang :

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
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berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

BAB III
BENTUK JENIS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan
dasar. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK,
dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas
10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).

SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas,
yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12
(dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu
kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas),
dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia
kerja.

Pasal 5

Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat
berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan
pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta
didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi.

Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri
atas :

program studi ilmu pengetahuan alam;

program studi ilmu pengetahuan sosial;

program studi bahasa;

program studi keagamaan; dan

program studi lain yang diperlukan masyarakat.

0po0gp

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program
studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat berbentuk bidang studi keahlian.

Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi
keahlian.
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Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi
keahlian.

Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 1
terdiri atas:
a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;

b. bidang studi keahlian kesehatan;
c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
d

bidang studi keahlian teknologi informasi dan
komunikasi;

e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan

g. ' bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 7

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada
SMP, MTs, Paket B atau bentuk lain yang sederajat.

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di
SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat sejak
awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket
B.

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di
SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat
sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah :

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang
bersangkutan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti
sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat
diterima di SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang
sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah :

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan
kompetensi lulusan setara SMP.
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Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di

negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK atau

bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan syarat :

a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.

SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat wajib
menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian
akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh
peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari
satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan
tentang pemenuhan persyaratan pada SMA, MA, SMK, MAK
atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud
pada ayat 3 sampai dengan ayat 6 apabila setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas
instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 8

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan
menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan
pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani
peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta
didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang
dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh)
pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil
Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 4, satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat
skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di
kelas 10 (sepuluh).

Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada
setiap semester bagi satuan  pendidikan yang
menyelenggarakan sistem kredit semester.



Pasal 9

(1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke
a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;

b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang
sama; atau

¢. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.

(2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan
persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Segala biaya akibat yang timbul dari Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya pada anggaran Dinas
Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada Tanggal 26 Juli 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

R
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Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012

NOMOR 68



